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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif 

retribusi di Pantai Parangtritis 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif serta metode deskriptif karena untuk menggambarkan masalah yang 

sedang berlangsung, bertujuan mendiskripsikan yang terjadi sebagaimana saat 

penelitian dilaksanakan. Sehingga memudahkan penelitian tentang monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: 

tarif retribusi di Pantai Parangtritis tahun 2016).  

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 

07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis 2016) 

oleh SKPD memberikan informasi tentang pelaksanaan yang dilakukan setiap 

SKPD yang terkait, kemajuan, proses, kendala yang dihadapi, output atau hasil 

yang diperoleh, target serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi 

kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis 2016). Target utama monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 tentang 

struktur dan besarnya tarif retibusi (studi kasus: tarif retribusi parkir di Pantai 

Parangtritis tahun 2016) yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bantul serta menurunkan jumlah angka parkir liar di Kabupaten 

Bantul.  

Adapun hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD 

telah sesuai dengan teori Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation 

System sehingga hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan 

untuk perencanaan selanjutnya agar program dan kegiatan tersebut dapat 

dikerjakan per tahap maupun tahun berikutnya. 

 

 

Kata kunci : Monitoring dan Evaluasi, Tarif Retribusi, Pendapatan Asli 

Daerah 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Pajak Parkir adalah adalah fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah daerah sebagai tempat parkir yang berada disuatu area tertentu 

atau berada dibahu jalan umum, serta diadakan iuran atas penggunaan jasa 

parkir. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan 

pelayanan parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Pelayanan yang dapat 

dinikmati oleh pengguna jasa parkir yaitu adanya keamanan kendaraan, 

ketertiban jalan. Agar pelayanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

pihak pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi pelayanan dan 

pengelolaan parkir dari Dinas perhubungan dan juru parkir. 

Dalam pertimbangan pengelolaan perparkiran sesuai dengan 

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kondisi tersebutlah yang 

membuat pemerintah Kabupaten Bantul harus berinisiatif untuk mengatur 

sistem pengelolaan perparkiran yang lebih baik. Salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya kemacetan di daerah tertentu terutama pada 

kawasan Area Pantai Parangtritis dan sekitarnya dikarenakan adanya 

perilaku pengelola jasa parkir yang kurang profesional dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Kabupaten Bantul adalah kabupaten di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Moto kabupaten ini adalah Projotamansari. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah 

utara, Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, Samudra Hindia di 



sebelah selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat. Objek 

wisata di Kabupaten Bantul meliputi Pantai Parangtritis, Pantai Samas, 

Pantai Kuwaru dan lain-lain. Dengan adanya obyek wisata yang banyak 

mengundang masyarakat secara luas untuk datang ke area wisata Pantai 

Parangtritis dan sekitarnya, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di 

dalam area Pantai Parangtritis dan sekitarnya, serta telah terdapat tempat 

parkir yang telah di bangun, dan tempat taman bermain untuk anak-anak, 

dan lain-lain. Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya parkir di tepi 

jalan umum sekitar area pantai yang terkadang mengganggu arus lalu 

lintas dan kenyamanan pengunjung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Undang-

Undang tersebut membawa implikasi yang mendasar terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Esensi dari undang-undang 

tersebut sebetulnya mengacu pada pemberian otonomi daerah dalam 

rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam 

penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-

program pembangunan. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi 

daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada 

peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satunya adalah pajak 

dan retribusi daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan 

daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.  

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta di atas peneliti tertarik 

untuk meneliti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 



Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. 

 

B. METODE 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah 

terhadap fenomena-fenomena tertentu penelitian ini telah ditetapkan, maka 

jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini 

menggunakan metode deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan 

masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang telah berlalu, yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan masalah atau peristiwa yang terjadi 

sebagaimana pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi objek penelitian yaitu wisatawan dan tukang parkir di Kawasan 

Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul serta Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kawasan 

Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul. Unit analisisnya adalah masyarakat 

Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki kaitan 

dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini 

bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi 



yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh 

dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian reduksi data, data 

display, dan conclusion drawing. 

 

C. HASIL PEMBAHASAN 

1. Kemajuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan 

daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dari 

SKPD yang bersangkutan. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban 

(LKJP) tersebut dibuat sebagai hasil monitoring dan evaluasi setiap 

periode. Lalu laporan tersebut akan diserahkan kepada Bupati yang 

selanjutnya akan ditindak lanjuti Bersama DPRD. 

2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 

a) Sidak 

b) Sidang 

c) Dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) 

d) Rekomendasi Kebijakan 

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Monitoring Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Peraturan Daerah 

a) Pengumpulan Data 

b) Permasalahan yang terkait dengan Parkir 

c) Sumber Daya Manusia 



d) Banyaknya antusias masyarakat untuk mendirikan lahan 

parkir 

4. Output Atau Hasil Yang Didapatkan Dari Monitoring Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Output yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan peraturan daerah yaitu berupa rekomendasi kebijakan. 

Rekomendasi kebijakan dibuat sebagai feedback atas laporan 

kinerja pertanggungjawaban (LKJP). 

5. Target dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

peraturan daerah 

Target yang ingin dicapai oleh SKPD ataupun instansi atas 

pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu adanya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta permasalahan dalam hal 

perparkiran di Kabupaten Bantul terselesaikan. Pada tahun 2017 

pendapatan daerah Kabupaten Bantul ditargetkan dalam APBD 

sebesar Rp2.095.073.460.546,68 terealisasi sebesar 

Rp2.086.739.683.071,45 terdapat selisih kurang dari target sebesar 

(Rp8.333.777.475,23) atau tercapai 99,59% sebelum dilakukan 

audit oleh BPK-RI. Perihal tidak tercapainya target untuk 

pendapatan dikarenakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat 

tidak terpenuhi sesuai PMK yang disebabkan oleh tidak 

tercapainya target penerimaan negara. Adapun target dan realisasi 



dari sumber-sumber pendapatan daerah ditampilkan pada Tabel 

dibawah ini. 

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2017 

(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) 

 

No. Uraian Target Realisasi 
Bertambah/ 

(Berkurang) 

Capaian 

(%) 

I Pendapatan Asli Daerah 458.042.255.770,19 494.039.761.972,97 35.997.506.202,78 107,86 

  1 Pajak Daerah 131.491.500.000,00 165.562.359.004,37 34.070.859.004,37 125,91 

  2 Retribusi Daerah 26.399.376.280,00 31.575.738.483,00 5.176.362.203,00 119.61 

  3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

20.184.427.489,19 20.140.166.955,94 (44.260.533,25) 99,78 

  4 Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah 

279.966.952.001,00 276.761.497.529,66 (3.205.454.471,34) 98,85 

II Pendapatan Transfer 1.628.151.082.518,49 1.582.101.166.370,04 (46.049.916.148,45) 97,17 

  1 Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

1.339.148.831.640,00 1.287.256.272.558,00 (51.892.559.082,00) 96,13 

    a Dana Bagi Hasil Pajak 39.878.723.102,00 30.047.713.100,00 (9.831.010.002,00) 75,35 

    b Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan 

Pajak/SDA 

5.784.640.150,00 4.823.475.870,00 (961.164.280,00) 83,35 

    c Dana Alokasi Umum 982.250.842.000,00 982.250.842.000,00 0 100 

    d Dana Alokasi Khusus 72.673.537.000 68.459.917.286,00 (4.213.619.714,00) 94.20 

    e Dana Alokasi Khusus 

(non fisik) 

238.561.089.388,00 201.674.324.302,00 (36.886.765.086,00) 84,54 

  2 Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

Lainnya 

131.691.087.000,00 131.691.087.000,00 0 100 

    a Dana Otonomi Khusus     

    b Dana Penyesuaian 131.691.087.000,00 131.691.087.000,00 0 100 

  3 Pendapatan Transfer 

Pemerintah Daerah 

139.206.072.057,49 145.068.714.991,48 5.862.642.933,99 104,21 

    a Pendapatan bagi hasil 139.206.072.057,49 145.068.714.991,48 5.862.642.933,99 104,21 



pajak 

    b Pendapatan bagi hasil 

lainnya 

    

  4 Bantuan keuangan 18.105.091.821,00 18.085.091.821,00 (20.000.000,00) 99,89 

    Bantuan keuangan dari 

pemerintah daerah provinsi 

lainnya 

18.105.091.821,00 18.085.091.821,00 (20.000.000,00) 99,89 

III  Lain-Lain Pendapatan Yang 

Sah 

8.880.122.258,00 10.598.764.728,00 1.718.642.470,00 119,35 

  1 Pendapatan Hibah 8.880.122.258,00 10.598.764.728,00 1.718.642.470,00 119,35 

  2 Pendapatan dana darurat     

  3 Pendapatan lainnya     

Pendapatan Daerah 2.095.073.460.546,68 2.086.739.683.071,45 8.333.777.475,23 99,06 

Sumber Data: BKAD Kabupaten Bantul tahun 2018 

Berdasarkan dari tabel diatas DPPKAD Kabupaten 

Bantul atau kini yang berganti nama menjadi BKAD 

Kabupaten Bantul menargetkan Pendapatan Daerah Tahun 

anggaran 2017 meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan 

tabel tersebut dapat dilihat peranan sumber-sumber pendapatan 

daerah terhadap pendapatan daerah yang dicapai Pemerintah 

Kabupaten Bantul, yaitu pendapatan asli daerah memberikan 

kontribusi sebesar 20,22%, dana pendapatan transfer 

memberikan kontribusi terbesar sebesar 79,47%, dan sisanya 

(lain-lain pendapatan yang sah) sebesar 0,31%. Rincian 

sumber pendapatan daerah berdasarkan tabel tersebut di atas 

adalah sebagai berikut: 



Tabel Rincian Sumber Pendapatan Daerah  

 

N

O 

URAIA

N 

TARGET REALISASI TERCA

PAI 

1. Pendapa

tan Asli 

Daerah 

(PAD) 

Rp 

458.042.255.77

0,19 

Rp 

494.039.761.97

2,97 

107,79% 

2. Pendapa

tan 

Transfer 

Rp 

1.628.151.082.5

18,49 

Rp 

1.582.101.166.3

70,04 

97,17% 

3. Lain-

Lain 

Pendapa

tan 

Yang 

Sah 

Rp 

8.880.122.258,0

0 

Rp 

10.598,764,728,

00 

119,35%  

 

 

Retribusi Daerah Pantai Parangtritis  

 

Tahun 2014 2015 2016 

Target 8.094.067.500 9.201.735.000 9.655.537.500 

Realisasi 8.320.829.000 9.480.437.370 1.073.447.250.000 

Sumber: BKAD Kab. Bantul 2018 (Data telah diolah) 

 

Berdasarkan tabel diatas Retribusi Daerah Pantai 

Parangtritis berasal dari Pendapatan satu tahun jumlah 

pengunjung di Pantai Parangtritis. Target setiap tahunnya telah 

ditetapkan Bersama oleh Dinas Perhubungan dan SKPD 

lainnya yang bersangkutan dengan Penerimaan Retribusi 



Daerah Pantai Parangtritis. Realisasi Pendapatan berasal dari 

jumlah pengunjung ditambahkan besar pendapatan setiap 

tahunnya. 

6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan peraturan daerah 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) 

b) Perangkat (Internet) 

c) Prosedur Monitoring dan Evaluasi 

d) Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Pansus 

 

D. KESIMPULAN 

1. Kemajuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan 

Daerah 

Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan 

daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) 

dari SKPD yang bersangkutan. Laporan Kinerja 

Pertanggungjawaban (LKJP) tersebut dibuat sebagai hasil 

monitoring dan evaluasi setiap periode. Lalu laporan tersebut 

akan diserahkan kepada Bupati yang selanjutnya akan ditindak 

lanjuti Bersama DPRD 

2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 

a) Sidak 

b) Sidang 



c) Dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) 

d) Rekomendasi Kebijakan 

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Monitoring Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 

a) Pengumpulan Data 

b) Permasalahan yang terkait dengan Parkir 

c) Sumber Daya Manusia 

d) Banyaknya antusias masyarakat untuk mendirikan lahan 

parkir 

4. Output Atau Hasil Yang Didapatkan Dari Monitoring Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Output yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan peraturan daerah yaitu berupa rekomendasi 

kebijakan. Rekomendasi kebijakan dibuat sebagai feedback 

atas laporan kinerja pertanggungjawaban (LKJP). 

5. Target dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

peraturan daerah 

Target yang ingin dicapai oleh SKPD ataupun instansi atas 

pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu adanya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta 

permasalahan dalam hal perparkiran di Kabupaten Bantul 

terselesaikan. 



6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan peraturan daerah 

a) Sumber Daya Manusia (SDM) 

b) Perangkat (Internet) 

c) Prosedur Monitoring dan Evaluasi 

d) Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Pansus 

 

E. SARAN 

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan feedback 

atau jalan keluar atas permasalahan yang berkaitan dengan perparkiran 

yang sangat marak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bantul. 

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :  

1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan 

oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian 

Perhubungan, BKD Kabupaten Bantul maupun lembaga teknis 

terkait setiap tahunnya.  

2. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk 

memberikan pembekalan kepada petugas operasional/lapangan 

mengenai ketugasan di bidang transportasi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

3. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk 

menambah sarana dan prasara sesuai kebutuhan. 



4. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan 

perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat 

berfungsi dengan baik  

5. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas 

di setiap jam sibuk pagi. 

6. Melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk 

perencanaan manajemen rekayasa tranportasi. 
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